
Setiap rakyat berhak mendapat
kan pelayanan kesehatan yang 
memadai. Sebab itu, Pe me rin

tah menciptakan Badan Penye leng
garaan Jaminan Sosial atau yang 
di sebut BPJS. Terbentuknya BPJS 
tidak hanya berdampak bagi rakyat 
namun juga bagi para tenaga medis. 
Terwujudnya jaminan kesehatan 
bagi rakyat ternyata menimbulkan 
masalah baru, yaitu mengenai ke
adilan bagi seluruh rakyat dan bagi 
para tenaga medis. Program BPJS 
akan menguntungkan rakyat yang 
kurang mampu, namun juga dapat 
dimanfaatkan oleh yang memiliki 
uang lebih banyak. Sedangkan bagi 
para tenaga medis, pada saat ini 
ketika melayani pasien BPJS diberi
kan tarif jasa medis yang lebih 
rendah dari standar tarif nonBPJS. 
Sehingga muncul argumentasi “Apa
kah program BPJS pro rakyat atau 
pro dokter?”

Tujuan BPJS
Tingginya biaya pelayanan kese

hat an membuat tidak semua masya
rakat bisa mendapatkan kesem pat an 
berobat. Permasalahan itulah yang 
membuat terbentuknya jaminan 
sosial BPJS. Berdasarkan UU No. 
40 Tahun 2004, jaminan sosial me
ru pakan salah satu bentuk perlin
dung an sosial untuk menjamin se
luruh rakyat agar dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya yang 
layak. Program BPJS Kesehatan di
dasari oleh asas kemanusiaan, man
faat, dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia, dan meru pakan 
pro gram Pemerintah yang bertujuan 
untuk mewujudkan setiap rakyat 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
yang layak. 

Sistem Kerja BPJS
Program BPJS berupa asuransi 

kesehatan yang mewajibkan peng
gunanya untuk membayar iuran 
se tiap bulan sesuai dengan kemam
puan dan pendapatan setiap rakyat. 
Pengguna BPJS yang memiliki uang 
lebih banyak akan harus membayar 

iuran lebih tinggi, jika dibandingkan 
dengan pengguna BPJS yang me
miliki uang lebih sedikit. Berda
sarkan Perpres 59 /2024 yang meru
pakan perubahan ketiga dari Perpres 
82/2018, skema jumlah iuran yang 
harus dibayarkan oleh setiap orang 
berbedabeda terbagi menjadi bebe
rapa aspek. Aspek  Aspek tersebut 
adalah peserta Penerima Ban tuan 
Iuran (PBI), iuran bagi peserta Pe
kerja Penerima Upah (PPU) yang 
bekerja pada Lembaga Peme rin
tahan, iuran bagi peserta PPU 
yang bekerja di BUMN, BUMD 
dan Swasta, iuran untuk keluarga 
tambahan PPU, iuran bagi kerabat 
lain dari PPU, dan iuran jaminan 
kesehatan bagi Veteran, Perintis Ke
mer dekaan, dan janda, duda, atau 
anak yatim piatu dari Veteran atau 
Perintis Kemerdekaan. 

Dengan adanya perubahan per
atur an, semua pengguna BPJS akan 
mendapatkan fasilitas yang serupa 
walaupun ada perbedaan iuran. 
Sehingga ini mewujudkan peme
rataan kesempatan berobat untuk 
seluruh masyarakat Indonesia. Ber
beda dengan peraturan sebelum
nya yang terbagi 3 kelas, yaitu kelas 
I, II, dan III. Setiap kelas, jumlah 
iurannya berbeda dan fasilitas yang 
didapatkan juga berbeda sesuai 
dengan kelasnya. Dalam skema se
belumnya ini, prinsip subsidi silang 
yang diharapkan dari kelompok 
mampu terhadap kelompok kurang 
mampu tidak berjalan. 

Manfaat Program BPJS bagi 
Rakyat

Adanya program BPJS memper
mudah setiap masyarakat untuk 
mendapatkan kesempatan berobat 
tanpa terhambat kondisi finansial. 
Program BPJS membantu meringan 
kan beban finansial yang harus 
ditanggung rakyat pada saat mem
butuhkan pelayanan kesehatan. 
Kebi jakan Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) sangat menguntung
kan masya rakat miskin dan tidak 
mampu, karena iuran BPJS ditang

gung Pemerintah sehingga mereka 
tidak wajib membayar iuran namun 
memperoleh layanan kesehatan. Bagi 
kelompok selain PBI, iuran akan 
dikenakan sesuai besarnya pen
dapatan, namun tetap dapat mem
peroleh pelayanan kesehatan yang 
baik dan terstandar baku. Hal ini 
memberikan terbukanya akses dan 
terwujudnya jaminan pelayanan ke
se hatan bagi seluruh lapisan rak yat 
Indonesia. Dengan mudahnya akses 
pelayanan kesehatan, maka akan 
terciptanya kualitas hidup yang baik.

Dampak Program BPJS Bagi 
Dokter

Program BPJS diutamakan dan 
di peruntukan bagi seluruh rakyat, 
namun BPJS ternyata juga memiliki 
dampak bagi dokter selaku pemberi 
layanan medis. Program BPJS me
nguntungkan dokter untuk dapat 
melayani pasien karena akses pela
yanan medis yang mudah. Dokter 
dapat tetap melayani pasien yang 
tidak mampu untuk membayar 
sen diri, karena biaya ditanggung 
BPJS. Dengan berlakunya BPJS, vo
lume pasien akan meningkat dan 
terdiri atas berbagai lapisan masya
rakat, sehingga dokter dapat secara 
keseluruhan meningkatkan kese
hatan masyarakat. 

Sayangnya ternyata BPJS juga 
memiliki kekurangan dari sudut 
pandang dokter yang memberi 
layan an kesehatan. Saat ini tarif 
jasa medis dokter masih jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan stan
dar pasien nonBPJS yang mem bayar 
tunai atau asuransi swasta. Sebagai 
contoh, di Jakarta kisaran jasa medis 
poliklinik dokter spesialis di rumah 
sakit untuk pasien BPJS, hanya 
1/5 – 1/6 tarif jasa medis pasien 
nonBPJS. Besarnya jasa medis per 
pasien BPJS berkisar Rp 50.000, , 
dibandingkan jasa medis untuk non
BPJS berkisar Rp.200.000 sampai 
Rp. 300.000. Perbedaan juga terjadi 
pada berbagai tindakan medis, 
dengan perbandingan yang berbeda
beda. Perbedaan bermakna ini tidak 
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dapat dipungkiri akan memberikan 
motivasi yang juga berbeda pada diri 
dokter pemberi layanan. Oleh sebab 
itu, sebaiknya skema penggantian 
biaya jasa medis dan pengobatan 
hendaknya mengikuti standar pem
biayaan yang sama atau lebih men
dekati standar pembiayaan non
BPJS. Hal ini akan memberikan rasa 
keadilan yang lebih baik bagi pem
beri layanan medis.

Dalam aspek standar layanan 
pasien, program BPJS juga kerap di
temukan menyulitkan dokter karena 
keterbatasan dalam pilihan peme
riksaan penunjang maupun terapi. 
Banyak dikeluhkan dokter bahwa 
ke nyataanya standar diagnostik dan 
terapi yang digunakan oleh BPJS 
sebagai acuan tidak sama dengan 
standar diagnostik dan terapi dari 
perhimpunan profesional dokter. 
Per  bedaan standar ini tentunya me
nyulitkan dokter memberikan layan
an kesehatan terbaik, dan menjadi 
layanan kesehatan standar versi BPJS 
yang mungkin sudah tidak sesuai 
perkembangan terkini di dunia me
dis. Komunikasi dan kesepakatan 
an tara perhimpunan profesi dokter 
dan BPJS dalam hal menetapkan 
stan dar diagnostik dan terapi masih 
sa ngat harus diperbaiki saat ini.

Prinsip Keadilan Sosial dalam 
Program BPJS

Sesuai dengan sila kelima 
Pancasila yang berbunyi “Keadilan 
Sosial bagi seluruh rakyat Indo
nesia”, setiap rakyat berhak untuk 
mendapatkan pelayanan kesehat
an yang memadai dan akses yang 
mudah. Program BPJS ingin merea
lisasikan keadilan sosial tersebut. 
Dengan adanya program BPJS, 
rak yat dapat memperoleh kualitas 
pelayanan yang sama rata tanpa 
me mandang kondisi finansial mau
pun latar belakang. Akses pelayan
an kesehatan bagi rakyat miskin 
yang menggunakan BPJS sama mu
dahnya seperti rakyat kaya yang 
menggunakan BPJS. Program BPJS 
juga menggunakan prinsip subsidi 
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silang, yaitu pengguna BPJS yang 
berpenghasilan lebih banyak akan 
membantu membiayai pengguna 
yang tidak mampu. Sistem ini 
menge depankan nilai saling mem
bantu antar rakyat demi setiap indi
vidu mendapatkan kesempatan yang 
sama dalam mendapatkan pelayan an 
kesehatan. 

Meski demikian, pada kenyataan
nya dengan adanya perbedaan ta
rif dan standar diagnostik dan te
rapi, sebenarnya keadilan menjadi 
kurang terjamin secara utuh. Dok
ter pemberi layanan medis dalam 
program BPJS, yang juga merupakan 
bagian dari rakyat Indonesia, mau 
tidak mau mendapatkan imbal jasa 
medis lebih rendah dibandingkan 
nilai di layanan swasta. Pasien yang 
mendapat layanan berbasis BPJS 
juga berpeluang mendapat standar 
diagnostik dan terapi yang tidak se
optimal layanan swasta.

Program BPJS dibentuk dengan 
tujuan membantu rakyat menda
patkan pelayanan kesehatan yang 
memadai bagi setiap lapisan masya
rakat. Dengan program BPJS yang 
ada saat ini, rakyat yang menjadi 
pasien mendapatkan lebih banyak 
keuntungan dibandingkan dengan 
rak yat yang menjadi dokter, karena 
aspek manfaat lebih dirasakan 
meskipun ada risiko layanan belum 
opti mal. Idealnya pengelola BPJS 
mam pu melakukan perbaikan stan
dar jasa medis dan standar diag
nostik dan terapi sehingga keadilan 
bagi rakyat yang menjadi dokter juga 
terwujudkan. MD
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